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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu 
menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak 
pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis 
tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak 
pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota 
militer dengan sapta marga dan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari 
negara dan bangsa dalam bidang pertahanan keamanan negara, penyelamat 
bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan 
dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan justru tidak 
jarang turut melakukan suatu tindak pidana terhadap masyarakat atau 
warga sipil.
1
 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat telah 
menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”.2 Melalui isi pasal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hukum tidak akan membeda-bedakan masyarakat baik 
dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun pasal tersebut ternyata 
                                                          
1
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tidak serta-merta membuat segenap Warga Negara Indonesia yang 
melakukan suatu tindak pidana diadili dalam satu peradilan yang sama.  
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 18 menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, 
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.3 Tiga di antara empat lingkungan 
peradilan di atas berbeda dengan Peradilan Umum. Peradilan Umum 
adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya, baik masyarakat yang 
mengalami perkara perdata maupun masyarakat yang mengalami perkara 
pidana. Pembagian kekuasaan kehakiman tersebut menimbulkan perlunya 
diatur suatu hukum yang khusus dan tersendiri yang terpisah dari peradilan 
umum bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana.  
Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada 
hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana di 
atur dalam ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu: 
1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Udara. 
                                                          
3
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2. Mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali. 
3. Yang dipersamakan dengan militer seperti para mobilisan, militer 
tituler, dan militer asing.
4
 
Tindak pidana militer dibagi menjadi dua. Tindak pidana militer 
yang pertama adalah tindak pidana militer murni, yaitu suatu tindak pidana 
yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer, 
dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran yaitu suatu 
perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya 
saja ancaman hukuman yang ada dalam pertauran tersebut dirasa terlalu 
ringan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer yang 
seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh, maka 
demikianlah diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan 
kekhasan militer.
5
 Kekhususan hukum serta peradilan yang dimiliki 
anggota militer tidak pula membuat hukum pidana umum menjadi tidak 
berlaku bagi anggota militer. Hukum pidana umum tetap berlaku bagi 
anggota militer dan akan disebut sebagai tindak pidana campuran apabila 
pelakunya merupakan anggota militer, hanya saja hukum pidana militer 
memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
yang telah di atur di dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi 
golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-
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undangan tersebut ditundukkan padanya.
6
 Karena kekhususan yang 
terdapat dalam KUHPM tersebut, maka terjadi pengurangan, penambahan, 
atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
7
 
Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk 
dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak 
pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) apabila dilakukan oleh anggota militer, maupun tindak 
pidana khusus (diluar kodifikasi) yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan pidana lain, serta tindak pidana yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana 
pembunuhan misalnya, tindak pidana pembunuhan merupakan tindak 
pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP “barangsiapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.8 
Apabila tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh anggota 
militer, maka perkara tersebut akan diadili di peradilan militer. Selain itu 
tindak pidana yang bukan merupakan tindak pidana umum atau diluar 
kodifikasi, misalnya penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana yang 
diatur dlam KUHPM, misalnya disersi juga akan diadili di peradilan 
militer. Selain ketiga bentuk tindak pidana tersebut, kejahatan yang 
                                                          
6
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7
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dilakukan oleh anggota militer tidak akan diselesaikan melalui sidang 
pidana militer melainkan melalui sidang disiplin militer. 
Meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak 
pidana umum, misalahnya tindak pidana pembunuhan, namun apabila 
dilakukan oleh anggota militer maka akan diadili di peradilan militer 
karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. 
Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri bagaimana anggota 
militer harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan 
oleh anggota militer, karena pertanggungjawaban tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan 
pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 
warga sipil. Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan 
penulisan hukum dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN BAGI 
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA SIPIL” dengan harapan penulis 
dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada 
anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 
warga sipil. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah bentuk 
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pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada anggota militer yang 
melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif: 
Untuk mengetahui Apa bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan 
kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan 
terhadap warga sipil. 
2. Tujuan Subyektif: 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang 
ilmu hukum khususnya hukum pidana militer. 
b. Memperoleh data sebagai bahan utama penulisan hukum untuk 
memenuhi syarat kelulusan dalam mencapai gelar kesarjanaan di 
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Obyektif: 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti 
lainnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama di 
masa yang akan datang. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
pengetahuan mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada 
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anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 
warga sipil, karena perkara tersebut terjadi di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan keadilan hukum 
bagi masyarakat. 
c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan 
pengetahuan baik secara teori maupun dalam praktik. 
2. Manfaat Subyektif: 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 
ilmu kepada masyarakat dan penulis. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 
baik kepada pemerintah dalam membuat Peraturan PerUndang-
Undangan, maupun kepada aparat penegak hukum yang berwenang, 
serta pranata lain yang berhubungan dengan hukum dan ilmu hukum 
agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap 
mengutamakan keadilan, serta dapat meningkatkan kinerja masing-
masing demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan pengetahuan penulis, penulisan hukum mengenai 
Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak 
Pidana Pembunuhan Terhadapa Warga Sipil belum pernah diteliti oleh 
peneliti lain, sehingga penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis 
dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulisan hukum 
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karya peneliti lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau 
tema, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan penulis dan penulis 
berharap agar penulisan hukum ini dapat menjadi literatur pelengkap dan 
pembanding bagi peneliti-peneliti lain yang membutuhkan. 
Berikut ini beberapa penulisan hukum sebagai syarat kelulusan 
program Strata 1 yang tema ataupun isinya hampir menyerupai tema dari 
penulisan hukum milik penulis: 
1. Skripsi karya  Briant Ardhi Kusuma 
a. Judul: Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim di Pengadilan 
Militer Terhadap Anggota Militer yang Terbukti Menyalahgunakan 
Psikotropika 
b. Rumusan Masalah:  
1) Apakah bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi 
di kalangan militer? 
2) Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan 
peradilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota 
militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika? 
c. Kesimpulan: pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan 
pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota 
militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika bahwa 
perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah 
prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai 
prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam 
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pemberantasan psikotropika, dan perbuatan terdakwa bertentangan 
dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit. 
2. Skripsi karya Deden Miftahul Badri (080509956) 
a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan 
Desersi Masa Damai di Pengadilan Militer Yogyakarta 
b. Rumusan Masalah:  
1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 
pidana desersi di masa damai yang dilakukan oleh anggota 
militer? 
2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan 
Militer terhadap tindak pidana berupa desersi militer di masa 
damai? 
c. Kesimpulan:  Terhadap anggota militer yang melakukan tindak 
pidana berupa desersi tidak hanya dijatuhi sanksi pidana penjara 
maksimal 2 tahun 8 bulan sebagaimana tertera dalam Pasal 87 ayat 
(2) KUHPM, tetapi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa 
pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf 
b KUHPM. 
3. Skripsi karya Albertin Elena Danastri (080509795) 
a. Judul: Implementasi Pasal 3 TAP MPR No VII tahun 2000 dalam 
Proses Peradilan Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak 
Pidana Umum 
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b. Rumusan Masalah:  
1) Apakah TAP MPR RI Nomor:  VII/MPR/ 2000 Pasal 3 sudah 
dilaksanakan dalam hal pelanggaran hukum pidana umum? 
2) Apakah ditemukan kendala dalam mengimplementasikan Pasal 
3 TAP MPR Nomor VII tahun 2000? 
c. Kesimpulan: Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer 
dan peradilan umum sesuai dengan TAP MPR RI No. 
VII/MPR/2000 Pasal 3 ayat (2) huruf a, namun sampai saat ini 
masih belum dapat di terapkan karena sampai saat ini Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1997 masih menjadi pedoman beracara di 
lingkungan peradilan militer, sehingga anggota militer yang 
melakukan tindak pidana umum akan tetap diadili di peradilan 
militer. 
 
F. Batasan Konsep 
1. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban merupakan perbuatan bertanggung jawab baik 
dalam bentuk pertanggungjawaban pidana militer maupun dalam 
bentuk pertanggungjawaban disiplin militer atas sesuatu yang 
dituntutkan kepada seseorang atas sikapnya sendiri. 
2. Anggota Militer 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Militer Wajib. 
3. Melakukan Tindak Pidana 
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Melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer. 
4. Pembunuhan 
Dengan sengaja menghilangkan nyawa oranglain. 
 
5. Warga Sipil 
Seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan 
bersenjata. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mencari norma atau 
hukum positif dalam bentuk Peraturan PerUndang-Undangan, dan 
melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, serta nilai 
hukum positifnya. 
2. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder yang mencapuk tiga bahan hukum yaitu: 
 
 
a. Bahan hukum primer berupa: 
Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan 
obyek yang akan diteliti yaitu: 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia 
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan 
Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan 
Keadaan Sekarang 
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 
6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 
7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
b. Bahan hukum sekunder berupa: 
Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai 
bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil 
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu 
pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak 
pidana pembunuhan terhadap warga sipil. 
c. Bahan hukum tersier berupa: 
Bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan huku primer 
dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
a. Studi Pustaka 
Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, 
peneliti mempelajari Peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, 
serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang 
berhubungan dengan obyek penelitian. 
b. Wawancara 
Penelitian ini didukung dengan dilakukannya tanya-jawab 
secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan 
permasalahan yang dikaji  yaitu pertanggungjawaban bagi anggota 
militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga 
sipil, untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini. 
4. Narasumber 
Narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Budi 
Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi 
dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. 
5. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Pangadilan Militer II-11 Yogyakarta. 
6. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 
metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah 
hukum pidana militer dan Peraturan PerUndang-Undangan Nasional, 
kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi 
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serta gambaran berkenaan dengan permasalahan yang dikaji oleh 
penulis. 
7. Proses Berpikir 
Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian 
ini yang akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Proses 
berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu 
bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan 
diyakini kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian 
penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta 
sistematika penelitian. 
BAB II merupakan pembahasan. Adapun yang menjadi 
pembahasan dalam BAB ini adalah tinjauan mengenai militer, yang 
meliputi pengertian militer dan peradilan militer serta susunan peradilan 
militer. Selain itu, BAB ini juga membahas tentang tinjauan mengenai 
tindak pidana pembunuhan yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-
unsur tindak pidana pembunuhan, tindak pidana militer, dan pembunuhan 
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terhadap warga sipil oleh anggota militer. BAB ini juga memuat 
pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan, di mana di dalamnya terdapat hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis yaitu bentuk pertanggungjawaban bagi anggota 
militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan sanksi yang 
dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan terhadap warga sipil. 
BAB III merupakan BAB terakhir dan sebagai  penutup dari 
penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dan saran.
